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KATA PENGANTAR
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNHAS

uji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha

Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga

buku ini dapat diselesaikan dan diterbitkan. Buku yang
berada di hadapan pembaca ini merupakan hasil kerja sama
antara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan penulis
sebagai Alumni Program Doktoral Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin, yang memiliki dedikasi tinggi dalam
mengembangkan ilmu hukum dan penegakan hukum di
Indonesia.

Kerja sama ini dilandasi oleh visi dan misi Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin untuk menjadi pusat pengembangan
ilmu hukum yang unggul dan berperan aktif dalam mendukung
pembaruan hukum di Indonesia. Buku ini tidak hanya
menyajikan teori-teori penting dalam bidang hukum, tetapi juga
menggali praktik-praktik yang relevan serta kajian-kajian yang
terkini. Diharapkan, kehadiran buku ini dapat menjadi sumber
inspirasi dan rujukan yang bermanfaat bagi mahasiswa,
akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat luas dalam
memahami peran dan tugas kejaksaan di negeri ini.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada penulis yang telah
meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya untuk berbagi
pengetahuan melalui buku ini. Semoga kerja sama antara
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan penulis ini dapat
terus berlanjut dan semakin banyak karya-karya akademik
berkualitas yang dapat kita hasilkan bersama di masa
mendatang.
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Akhir kata, semoga buku ini dapat memberi manfaat dan
wawasan yang luas kepada para pembacanya, serta ikut
berperan dalam pembangunan hukum yang lebih baik di
Indonesia.

Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
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KATA SAMBUTAN

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
JAWA TIMUR

engan penuh rasa bangga dan apresiasi, saya
D menyambut baik kehadiran buku ini yang membahas

tentang aspek penting dalam pembaruan hukum
pidana anak di Indonesia. Kajian yang mendalam mengenai
sistem pemidanaan dan alternatif sanksi yang lebih berorientasi
pada keadilan restoratif merupakan langkah maju dalam upaya
mewujudkan sistem peradilan yang lebih humanis dan
berkeadilan. Dalam konteks hukum pidana anak, pendekatan
yang lebih adaptif dan berorientasi pada pemulihan menjadi
kebutuhan yang mendesak guna memastikan bahwa
kepentingan terbaik bagi anak tetap menjadi prioritas utama.

Buku ini memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi
dunia akademik dan praktik hukum, khususnya bagi para
penegak hukum, akademisi, serta pemerhati perlindungan anak.
Kajian terhadap perkembangan sanksi pidana, teori
individualisasi pidana, hingga implementasi pidana pelayanan
masyarakat di berbagai negara, menjadi referensi yang kaya
dalam merumuskan kebijakan hukum pidana yang lebih
progresif. Keberadaan buku ini diharapkan dapat menjadi
landasan pemikiran bagi para pemangku kebijakan dalam
merancang regulasi yang tidak hanya represif tetapi juga
konstruktif bagi masa depan anak-anak yang berhadapan
dengan hukum.

Akhir kata, saya mengucapkan selamat kepada Penulis atas
dedikasi dan kerja keras dalam menyusun buku yang sangat
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bermanfaat ini. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi
dan wawasan baru dalam pengembangan sistem pemidanaan di
Indonesia, khususnya dalam upaya pembaruan hukum pidana
anak yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan.

Kepala Kejaksaan TinggiyJawa Timur

Prof (HCUA) Dr. Mia Amiati, SH., MH., CMA., CSSL.
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PRAKATA PENULIS

emidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan
Phukum merupakan isu yang kompleks dan

membutuhkan pendekatan yang lebih humanis serta
sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Dalam sistem hukum
pidana di Indonesia, terdapat berbagai tantangan dalam
memastikan bahwa proses pemidanaan tidak hanya bersifat
represif, tetapi juga berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi
sosial bagi anak. Oleh karena itu, diperlukan pemikiran dan
konsep hukum yang lebih progresif dalam menangani perkara
pidana anak agar tidak merusak masa depan mereka, melainkan

membantu mereka kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

Buku ini hadir sebagai upaya untuk mengkaji berbagai
teori dan perkembangan dalam pemidanaan serta pembaruan
hukum pidana anak di Indonesia. Dengan merangkum berbagai
konsep pemidanaan, individualisasi pidana, serta pentingnya
ide pidana pelayanan masyarakat sebagai alternatif hukuman,
buku ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi
akademisi, praktisi hukum, serta pembuat kebijakan dalam
merancang sistem pemidanaan yang lebih adil dan berorientasi
pada kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, kajian mengenai
implementasi pidana pelayanan masyarakat di beberapa negara
juga diharapkan dapat menjadi referensi dalam menyusun
kebijakan hukum pidana anak di Indonesia.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi para
pembaca dan menjadi kontribusi dalam pengembangan
kebijakan hukum pidana yang lebih progresif dan humanis.
Penulis menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan dalam
pembahasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat
diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Akhir
kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak
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yang telah memberikan dukungan dan inspirasi dalam
penyusunan buku ini.

Penulis

Dr. Endang Tirtana, S.H., M.H.
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